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LPPOM MUI Secara Konsisten Terapkan

SNI ISO/IEC 17065: 2012 dan UAE.S 2055-2

Laboratorium LPPOM MUI Secara Konsisten
Terapkan SNI ISO/IEC 17025: 2017



Sertifikasi Halal masa Pandemi



PENGERTIAN

HALAL

Segala sesuatu halal kecuali dilarang di Qurôan dan Hadits

THOYYIB 

HARAM
Haram merupakan sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan 

dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan 

berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang terancam 

sanksi syariah di dunia ini.



ATURAN PERUNDANGAN

SERTIFIKASI-LABELISASI HALAL :

UU RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

Pergub DKI No 158 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran

UU RI No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan

UU RI NOMOR 18 TAHUN 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Piagam Kerjasama Depkes, Depag, dan MUI tahun 1996
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UU No.33/2014

Jaminan Produk Halal

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal. (Mandatori Sertifikasi)

Pasal 4

PP No. 31 Tahun 2019

https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ce21452bf529/nprt/lt5c5c06921740e/pp-no-31-tahun-2019-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal


Apaitu ProdukHalal?

Bahan

Halal

Fasilitas
produksi tidak
terkontaminasi

bahan
haram/najis

Produk 
Halal



Ruang lingkup sertifikasi

produksi produk halal 
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